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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan 
Setelah meneliti, menganalisis, serta melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti pada skripsi ini, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adapun mekanisme Hak cipta sebagaimana dalam hukum Islam telah mendapatkan perlindungan sebagaimana mal (harta) sebagaimana disebutkan di dalam fatwa MUI. Perlindungan hak cipta ini sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, dalam hal ini jaminan utang piutang. Hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti tidak adanya unsur riba, penipuan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dalam pelaksanaannya. 
2. Berkaitan hukum hak cipta sebagai objek jaminan utang piutang hukum Islam, maka berdasarkan analisis penulis terdapat beberapa perbedaan antara lain dalam hal pemberian dana, pada hukum positif dalam hal pemberian dana terdapat bunga bank untuk mendapatkan keuntungan sedangkan dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan objek jaminan harus terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Selain itu terdapat  perbedaan dalam hal pemindahan kepemilikan barang jaminan, serta perbedaan dalam penjualan barang jaminan, apabila dalam hukum positif penjualan barang jaminan dilakukan melalui proses eksekusi dimana kreditur dapat melakukan eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Sedangkan dalam hukum Islam penjualan barang jaminan n dapat melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait diantaranya yaitu: 
1. Terkait dengan belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan utang piutang mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi inventor selaku pemegang hak paten yang ingin menjaminkan hak ciptanya pada lembaga jaminan utang piutang. Sehingga pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana dari kebijakan mengenai hak cipta yang dapat menjadi objek jaminan utang piutang sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 
2. Adanya fatwa MUI mengenai perlindungan hukum HKI telah memberian suatu kepastian hukum dalam Islam. Namun belum terdapatnya peraturan khusus mengenai agunan syariah seperti  halnya hak paten dalam rahn tasjily membuat pelaksanaan praktiknya mengalami hambatan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera membuat peraturan mengenai agunan syariah dalam bentuk hak kekayaan intelektual, terkait telah adanya peraturan dalam hukum positif mengenai jaminan utang piutang dalam bentuk hak cipta.
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